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Penelitian yang berjudul “Analisis Mas}lahah Mursalah terhadap 
Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian” merupakan sebuah 
penelitian normatif yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama 
tentang analisis penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian dan yang 
kedua yaitu tentang analisis maṣlahah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-
Litigasi dalam perkara perceraian. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang 
artinya penelitian ini menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, 
juga sekaligus untuk memperoleh datanya dan penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif yang berjenis kualitatif. Untuk sumber data primernya meliputi 
PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan buku panduan 
e-Court 2019 ketiga sumber data itu sebagai data primer. Sedangkan sumber data 
sekundernya meliputi buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang 
berkaitan dengan tema dalam penelitian. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penerapan 
penggunaan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian yaitu setelah pengguna 
mendapatkan e-Summons selanjutnya pihak penggugat dan tergugat melakukan 
persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal yang dimulai dari 
acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Kedua, 
analisis maṣlahah mursalahnya termasuk kategori mas}lahah al-Hajiyyat yakni e-
Litigasi ini tergolong kebutuhan sekunder. Jadi adanya aplikasi e-Litigasi para 
pihak yang beperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan 
kaidah yang berbunyi  ِا ﱠن  ْﻟا ُﻤ َﺸ ﱠﻘ َﺔ  ْﲡ ِﻠ ُﺐ  ﱠـﺘﻟا ْﻴ ِﺴ ْﲑ  artinya “sesungguhnya kesukaran itu 
harus dihilangkan” dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan 
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga 
terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, 
efektif, efisien, dan modern. E-Litigasi ini tergolong maslahah al-Hajiyyat, 
sehingga walaupun tidak menggunakan persidangan secara elektronik tidak 
menimbulkan mudarat yang besar. 
Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu bagi orang 
beperkara dalam hal ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum (advokat) dan 
orang itu tidak menguasai teknologi secara baik dapat memanfaatkan pelayanan 
jasa e-pojok dalam proses penguploadan dan pengunduhan file (berkas-berkas 
perkara) yang telah disediakan oleh pengadilan serta melakukan pelatihan tentang 
tata cara e-Litigasi terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan persidangan 
elektronik dilakasanakan secara mandiri.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Dizaman ini, revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat 
terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola 
digital economy, artificial intelligience, big data, robotic, dan lain 
sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan disruptive 
innovation. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut 
untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan 
tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi e-Court1.    
Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa 
hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu 
melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara 
tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-
berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan 
meja III. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam 
mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja 
yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat/kuasa 
hukum dalam pendampingannya dengan klien masih kebingungan dalam 
pendaftaran perkara. 
 
1 Tarmizi, “Sistem E-Court dalam Peradilan”, https://www.academia.edu/37052506, diakses pada 
1 September 2019. 
 

































Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan 
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut 
perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam 
proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru 
yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.  
Sistem online lah menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan 
peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan 
internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang 
disebut e-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang 
mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat 
pengadilan agama. 
E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, 
taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, 
pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim 
dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)2. Aplikasi e-
Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya 
menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan 
menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. 
 
2 Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan E-Court 20019, https://e-court.mahkamahagung.go.id.7, 
diakses pada 1 September 2019. 
 

































Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang 
administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun 
2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Maksud 
adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 didalam PERMA RI Nomor 3 
Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik 
untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, 
transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.3 
Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi 
perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut 
yaitu ruang lingkup aplikasi e-Court secara garis besar meliputi: (1) 
Pendaftaran Perkara secara Online (e-Filing), (2) Pembayaran Panjar Biaya 
secara Online (e-Payment), (3) Pemanggilan Elektronik (e-Summons), dan 
(4) Persidangan Elektronik (e-Litigasi)4. Perlu diketahui menu aplikasi e-
Litigasi muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI No. 1 Tahun 
2019 sedang sebelumnya PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menu 
aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan 
persidangan di Pengadilan secara elektronik. 
Persidangan elektronik (e-Litigasi) dapat dilakukan setelah 
pengguna mendapatkan panggilan elektronik (e-Summons). Dalam 
persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah 
setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan 
 
3 PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 
2. 
4 Ibid. 

































prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons 
yang telah dikirimkan.   
Acara persidangan secara e-Litigasi oleh para pihak dimulai dari 
acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan 
sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran 
perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan 
ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol 
(menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload 
para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua 
belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh 
majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau 
mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. 
Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai 
peristiwa dari kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita 
juga telah mengetahui bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan 
terdapat keterangannya di dalam nas Alquran maupun hadis. Bahkan ada 
peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah diduga 
kemunculannya. Jika nas-nas yang ada terbatas jumlahnya, sementara 
peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas, 
tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka, dapat diambil 
kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang harus 
ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya. 

































Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan 
kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu 
berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan hadis. 
Namun secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa 
yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan 
hadis Rasullah saw, sah dijadikan landasan hukum. 
Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak 
pula terdapat dalil-dalil yang menyeruh untuk mengerjakan atau 
meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang 
besar itulah definisi dari pada mas}lahah mursalah5, yang mana metode itu 
menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Jadi pembentukan hukum 
dengan cara mas}lahah mursalah semata-mata untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan 
menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia itu sendiri.  
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa mas}lahah mursalah itu 
difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam 
Alquran ataupun hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang ada 
penguatnya melalui suatu I’tibar. Dan juga difokuskan pada hal-hal yang 
tidak didapatkan adanya ijmak ataupun kias yang berhubungan dengan 
kejadian tersebut6. Seuai dengan pembagian mas}lahah  dari segi 
 
5 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 
6 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 122. 

































tingkatannya maka e-Litigasi yakni sidang online termasuk kategori al-
Hajiyat karena sesuai dengan definisinya yaitu mas}lahah  yang dikandung 
oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, 
kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.7 
Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi e-Litigasi itu lebih 
memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan 
panitera terlebih memudahkan orang-orang yang beperkara di pengadilan 
atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon 
atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, 
cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena dengan adanya aplikasi e-
Litigasi para pihak yang beperkara tidak perlu datang ke pengadilan 
sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan 
sidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa 
megefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Selain ada 
kelebihan dalam e-Litigasi itu tetapi terdapat juga kelemahan atau 
kekurangan yaitu tambahnya biaya yang dikeluarkan untuk sidang online itu 
seperti harus ada laptop, wifi/data internetan ditambah jika para pihak yang 
beperkara itu gaptek (gagap teknologi) maka harus menyewa atau meminta 
bantuan orang yang bisa mengoperasikan laptop.  
Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada e-Court ruang lingkup 
e-Litigasi dalam perkara perceraian yang dilakukan secara analisis mas}lahah  
 
7 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah), 205. 

































mursalah sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti 
jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses 
oleh pengadilan dan para pihak. Adapun alasan peneliti menggunakan 
pendekatan mas}lahah  mursalah yaitu untuk mengetahui seberapa efektif 
penerapan aplikasi e-Litigasi itu dalam perkara perceraian. Maka dari itu 
penulis ingin meneliti penelitian tersebut dengan judul “Analisis Mas}lahah 
Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian” 
yang mana judul itu sesuai dengan latar belakang yang telah terpaparkan di 
atas. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka identifikasi 
masalah yang diteliti sebagai berikut: 
1. Latar belakang adanya penerapan aplikasi e-Litigasi dalam dunia e-
Court  
2. Perspektif mas}lahah  mursalah terkait adanya penerapan aplikasi e-
Litigasi dalam dunia e-Court 
3. Prosedur penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian  





































C. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar 
terhindar dari kerancuan serta kesalah pahaman dalam luasnya identifikasi 
penelitian, sehingga perlu diberikan adanya batasan-batasan masalah. 
Penelitian ini akan menggunakan sampel studi kasus yang terjadi di 
masyarakat agar hasil penelitian lebih akurat. Berikut batasan masalah yang 
akan diteliti yaitu: 
1. Prosedur penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian  
2. Menurut perspektif mas}lahah  mursalah terhadap penerapan aplikasi e-      
      Litigasi dalam perkara perceraian  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi batasan masalah yang terpaparkan di atas 
maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian? 
2. Bagaimana analisis mas}lahah  mursalah terhadap penerapan aplikasi e-
Litigasi dalam perkara perceraian? 
 
E. Kajian Pustaka 
Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian 
ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan 
plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan 
beberapa penelitian sebelumnya yang memeliki keterkaitan dengan 

































penelitian penulis yang berjudul “Analisis Mas}lahah Mursalah terhadap 
Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian”. Beberapa 
penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 
1. Jurnal Khoirun Nisa dengan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP, keduanya 
mahasiswa fakultas Ilmu Administrasi Negara UNESA dengan masing-
masing Nomor Induk Mahasiswa 12040674009 dan 0019018306 yang 
berjudul “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan 
Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Dalam jurnalnya menyimpulkan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Audio To Text 
Recording (ATR) pada proses persidangan di pengadilan agama 
kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat 
kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political 
environment yang bertipe TDP (Top Down Project), elemen leadership 
dalam penerapan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di 
pengadilan agama kabupaten Malang yaitu ketua pengadilan sebagai 
pengarah sedangkan penanggung jawab oleh kepala sub bagian IT 
pengadilan agama kabupaten Malang, elemen planning sudah terealisasi 
dengan baik yaitu perekaman proses persidangan dan mengahasilkan 
output dalam bentuk teks, elemen stakeholders terutama dari Pengadilan 
Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yang berkomitmen tinggi untuk mengadakan sosialisasi terhadap 
aplikasi Audio To Text Recording (ATR), elemen transparency atau 

































visibility yang mampu diwujudkan dengan adanya pemberian bukti 
tertulis dari pengadilan ketika  masyarakat komplain, elemen budgets 
yang menunjukkan efisiensi anggaran dalam membuat sistem, elemen 
technology yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database ATR 
menggunakan database “SQL Server 2000” dan elemen innovation 
dinilai kreatif yang mana semua proses persidangan direkam dan 
menghasilkan output dalam bentuk teks sehingga mempercepat proses 
pembuatan BAP8.   
2. Buku pola BINDALMIN (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 
Pengadilan) yang disusun oleh Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. 
yaitu tentang “Bagian Prosedur Administrasi Penerimaan Dan 
Penyelesaian Perkara”9. Berikut isinya yaitu tentang prosedur 
penerimaan perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang mana 
dilakukan dengan menggunakan sistem meja, yaitu: meja I, meja II, dan 
meja III. Adapun pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok 
teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai 
dari penerimaan perkara sampai pada perkara tersebut di selesaikan. 
Sedangkan pelaksanaan tugas meja I, meja II, dan meja III itu dilakukan 
oleh Sub Kepaniteraan Gugatan dan Permohonan, di bawah koordinasi 
Panitera Muda Gugatan (untuk perkara gugatan dan Panitera Muda 
 
8 Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara 
Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan 
Agama Kabupaten Malang”, (Jurnal-S1 UNESA, Surabaya, 2015), 1. 
9 Hamali Hamzani, POLA BINDALMIN (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 
Pengadilan), 4-15. 

































Permohonan (untuk perkara permohonan atau voluntaire). Sedangkan 
untuk administrasi persidangannya yaitu pertama melakukan persiapan-
persiapan seperti majelis hakim mencatat perkara yang diterimanya 
dalam court calendar, ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam 
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan 
hari sidang, dan lain-lainnya. Selanjutnya tahap pelaksanaan 
persidangan diantaranya yaitu sebelum persidangan dimulai, Panitera 
Pengganti membuat jadwal persidangan dan menempelkannya dipapan 
pengumuman Pengadilan, Setiap persidangan dibuatkan berita acara 
persidangan dan harus selesai paling lambat hari persidangan berikutnya, 
dan lain-lainnya. 
 
F. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan 
dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memahami penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara 
perceraian. 
2. Untuk menganalisis dengan mas}lahah mursalah terhadap penerapan 





































G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau 
manfaat serta konrtibusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan 
(teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari 
penelitian ini adalah:  
1. Secara teoritis yaitu dapat memperkaya khazanah intelektual pada 
umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan yaitu 
tentang penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian serta 
dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan 
penelitian lanjutan. 
2. Secara praktis yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu para 
pegawai pengadilan, advokat, pengunjung, dan terlebih bagi para pencari 
keadilan dalam hal ini orang yang beperkara di pengadilan dengan proses 
cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang 
efisien. 
 
H. Definisi Operasional 
Definisi operasional memberikan pemahaman dan menghindari 
adanya salah tafsir terhadap judul dalam proposal skripsi ini, maka penulis 
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal 
ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta 
menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa 

































istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. Dalam penelitian ini kata 
kunci yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Mas}lahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung 
langsung oleh syarah dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeruh 
untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar10 dan dalam hal ini penulis meninjau 
mas}lahah  mursalah dari segi tingkatannya yaitu ada mas}lahah  mursalah 
al-Daruriyat, mas}lahah  mursalah al-Hajiyat, dan Mas}lahah  Mursalah     
Al-Tahsiniyat . 
2. Aplikasi E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik yang dilakukan 
dengan cara pengiriman dokumen persidangan, dokumen itu diantaranya 
jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat 
diakses oleh pengadilan dan para pihak11.  
3. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang sah di depan 
hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang12. 
 
I. Metode Penelitian  
Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian maka 
diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat 
 
10 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 35. 
11 Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan E-Court 20019, https://e-court.mahkamahagung.go.id.7, 
diakses pada 1 September 2019. 
12 Martiman Prodjohamidjoyo dalam bukunya Dalilah Candrawati Siti, Hukum Perkawinan Islam 
di Indonesia, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 97. 

































memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang 
bersangkutan.13 Sebelumnya perlu kita ketahui pengertian metode itu 
berbeda dengan metodologi. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk 
pelaksanaan atau teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan metode 
penelitian adalah definisi dari metodologi penelitian yang merupakan dasar-
dasar filsafat ilmu yang masih abstrak dan belum memiliki prosedur yang 
rinci14. Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, 
terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan 
teoritis maupun tujuan praktis15. 
Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.  
1. Jenis Penelitian  
Sesuai dengan permasalahan yang tertulis, maka jenis penelitian 
ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka 
menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus 
untuk memperoleh datanya.16 Adapun objek penelitian ini adalah 
penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian, maka disini 
penulis akan menelusuri PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 
 
13 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1997), 30. 
14 Kaelan, Metodde Penelitian Agama Kualitatif Interisipline, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7. 
15J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya,  (Jakarta: 
Grasindo, 2010), 5.   
16 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2008), 1-2. 
 

































1 Tahun 2019, dan buku panduan e-Court 2019 oleh Mahkamah Agung RI 
serta literature lain yang akan ditulis dalam sub bab di bawah. 
2. Data yang di Kumpulkan 
Data yang perlu untuk dihimpun untuk penelitian ini adalah data-
data yang terkait penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian. 
Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan 
pengolahan data adalah: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi secara 
langsung yang diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam 
penelitian data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana 
penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian. Data yang 
diperoleh dengan menggunakan acuan PERMA Nomor 1 Tahun 
2019. 
b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data atau bukan diusahakan sendiri 
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari orang lain, jurnal, 
buku-buku, artikel, majalah, brosur, keterangan-keterangan atau 
publikasi lainnya. Dalam data sekunder ini dapat diperoleh adalah 
tentang penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian. 
3. Sumber Data 
Untuk mendapatkan data yang valid dan konkrit dalam sebuah 
penelitian, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan 
pencarian data ialah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu: 

































1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang 
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian17. Data primer ini diambil 
dari wawancara dan hasil interview mengenai pokok-pokok masalah 
yang diteliti. Berikut sumber data primer yaitu: 
1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik 
2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
3) Buku “Panduan E-Court 2019 (The Electronic Justice System)” 
yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 
4) Booklet “E-Litigasi 2.pdf Persidangan Secara Elektronik (Hemat 
Biaya, Waktu & Energi)” yang disususn oleh Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 
2. Sumber Data Sekunder 
Sedang sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 
1) Buku “Ilmu Ushul Fiqh”yang disusun oleh Rachmat Syafe’I; 
2) Buku “Ushul Fiqh” karangan Ahmad Sanusi dan Sohari; 
3) Buku “Ushul Fiqh I” karangan Nasrun Haroen; 
4) Buku “Ushul Fiqh” karangan Abd. Rahman Dahlan; 
5) Buku “Ushul Fiqh” karangan Satria Effendi; 
 
17 Bambang Saunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116. 

































6) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karangan Siti 
Dalilah Candrawati; 
7) Buku “Hukum Acara Peradilan Agama” karangan H.Roihan A. 
Rasyid; 
8) Buku“POLA BINDALMIN(Pembinaan Dan Pengendalian   
Administrasi Pengadilan)” yang disusun oleh H. Hamzani   Hamali; 
9) Buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi  Peradilan 
Agama, Buku II Edisi Revisi 2010”yang disusun oleh Mahkamah 
Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011. 
10)“Manual Book e-Court 2019-Google Drive” yang disusun oleh 
Mahkamah Agung RI Tahun 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk 
mendukung penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan adalah 
teknik dokumentasi, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari 
buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.18Tahapan yng dilakukan peneliti 
untuk mengumpulkan data-data terkait adalah dengan menelusuri buku, 
jurnal dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, maupun internet. 
5. Teknik Analisis Data  
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 
proses penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui 
maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan 
 
18 M. Tatang Amin, Menyusun Rencana Penelitian , (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135  

































penelitian19. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 
berdasarkan pada sistematika pola pikir deduktif. Yakni berangkat dari 
hal yang umum menuju pada hal yang khusus. Pola pikir deduktif 
berangkat dari teori yang disajikan di dalam bab 2 (dua) tentang teori 
mas}lahah  mursalah kemudian akan dipadukan dengan data yang termuat 
dalam Bab 3 (tiga) tentang penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara 
perceraian. Setelah itu akan disajikan analisis konten dari kedua bab 
tersebut ke dalam Bab 4 (empat). 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam 
bentuk essay untuk menggambarakan struktur kepenulisan skripsi20. Untuk 
itu agar lebih mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 
skripsi ini, penulis membagi masing-masing bab yang akan diuraikan 
menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab 
sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 
operasional, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang 
 
19 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama , (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000) 95.  
 
20 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: UINSA Press, 2014), 8. 

































dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
Serta dilanjutkan dengan sistematika pembahasan skripsi. 
Bab kedua berisi teori tentang mas}lahah  mursalah dalam hukum 
Islam. Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual yang dipakai 
penulis, yakni Teori maṣhlahah mursalah, yang meliputi: pengertian 
mas}lahah  mursalah, landasan hukum mas}lahah  mursalah, pembagian 
mas}lahah  mursalah, syarat-syarat mas}lahah  mursalah, dan pendapat ulama 
mengenai kehujahan atau urgensi mas}lahah  mursalah. 
Bab ketiga berisi tentang penerapan aplikasi e-Litigasi dalam 
perkara perceraian. Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual yang 
dipakai penulis, yakni Teori e-Litigasi, yang meliputi: pengertian e-Litigasi, 
landasan yuridis e-Litigasi, dan tata cara penggunaan aplikasi e-Litigasi. 
Bab keempat ini berisi tentang analisis mas}lahah  mursalah terhadap 
penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian. Bab ini berisi 
tentang pembahasan dari rumusan masalah di atas.  
Bab kelima adalah penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang 
merupakan hasil dari kajian terhadap analisis mas}lahah  mursalah terhadap 







































MAS}LAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Mas{lahah Mursalah 
Sebelum menjelaskan arti mas{lahah al-mursalah terlebih dahulu perlu 
dibahas tentang mas}lahah , karena mas}lahah  al-mursalah merupakan salah 
satu bentuk dari mas}lahah . mas}lahah al-mursalah terdiri dari dua kata, yaitu 
mas}lahah  dan mursalah. Kata mas}lahah  (ﺔَﺤَﻠْﺼَﻣ) berasal dari kata ṣalaha (  َﺻ َﺢَﻠ ) 
dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” 
lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata 
ṣalaha yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.  
Pengertian mas}lahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang 
umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam 
arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti 
menolak kemudharatan atau kerusakan.21  
Mas}lahah mursalah menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul 
Wahab Khallaf: “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan 
hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang 
mendukungnya maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut mas}lahah 
 
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142. 

































mursalah (masalah yang lepas dari dalil kusus).22 Jadi setiap yang mengandung 
manfaat patut disebut mas}lahah. Dengan begitu mas}lahah mengandung dua 
sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 
menghindarkan kemudaratan. 
Mas}lahah sering juga disebut istidlal dan istislah. Secara definitif 
dalam mengartikan mas}lahah terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama 
apabila dianalisis ternyata hakikatnya sama. Berikut terdapat istilah ulama 
ushul yang berbeda-beda dalam memberikan definisi. 
1. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan: 
“Mas}lahah yaitu mas}lahah  yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh 
Tuhan dan tidak ada dalil syarah yang menunjukkan tentang kebolehan dan 
tidaknya mas}lahah  tersebut.” 
2. Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqh menyebutkan: 
“Mas}lahah atau Istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan 
tujuan-tujuan syarah (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada 
dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.” 
3. Yusuf Musa memberikan pengertian:“ 
“Mas}lahah  yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan 
syarah dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat 
menarik manfaat dan menolak kemudaratan.” 
 
22 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Prenada Media, Jakarta: 2005), 148-149. 

































4. Al-Ghazali menjelaskan bahwa: 
“Menurut asalnya mas}lahah berarti semua yang mendatangkan manfaat 
(keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari 
mas}lahah  adalah memelihara tujuan syarah (dalam menetapkan hukum).” 
5. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan di atas 
yaitu:  
“Memelihara tujuan syarah (dalam menetapkan hukum) dengan cara 
menghindarkan kerusakan dari manusia.” 
6. Sedangkan Al-Syaitibi mengartikan mas}lahah  dalam kenyataan,  
“sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 
hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya 
secara mutlak.” 
Dari segi tergantungnya tuntutan syarah kepada kemaslahatan yang 
merupakan “tujuan dari penetapan hukum syarah. Untuk menghasilkannya 
Allah menuntut manusia untuk berbuat. 
Dari beberapa definisi tentang mas}lahah  dengan rumusan yang 
berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mas}lahah  adalah “sesuatu yang 
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 

































menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan 
syarah dalam menetapkan hukum.”23 
Secara radikal pengungkapan batasan tentang mas}lahah sebagaimana 
di atas berbeda satu sama lain. Batasan-batasan tersebut kalau diteliti dan 
diperhatikan lebih dalam, maka akan nampak bahwa kesemuanya saling 
melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian dan hakikat 
mas}lahah . Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
1. Mas}lahah adalah mas}lahah  yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang 
diakui tidaknya. 
2. Mas}lahah harus sejalan dan senapas dengan maksud-maksud syarah (Allah) 
dalam mensyariatkan hukum. 
3. Mas}lahah dalam realisasinya harus dapat menarik mas}lahah  dan menolak 
mudarat. 
4. Mas}lahah harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat. 
Mas}lahah al-Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya 
dalam bentuk sifat mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan 
bahwa ia merupakan bagian dari al-mas}lahah . Tentang arti mas}lahah  telah 
dijelaskan di atas secara etimologis dan terminologis.24 
Al-Mursalah adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il maḍi (kata dasar) 
dalam bentuk sulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu rasala ( َﻞَﺳَر), dengan 
 
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 144. 
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 152. 

































penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi arsala. Secara 
etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti muṭlaqah (bebas) dari 
keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. 
Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang mas}lahah  
al-mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan 
pengertiannya. Diantara definisi tersebut yaitu: 
1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mas}lahah  mursalah 
sebagai berikut: apa-apa (mas}lahah ) yang tidak ada bukti baginya dari 
syarah dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 
memperhatikannya. 
2. Al-Syaukani dakam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi: Mas}lahah  
yang tidak diketahui apakah syarah menolaknya atau memperhatikannya. 
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: mas}lahah  yang tidak 
ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang 
memperhatikannya. 
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan yaitu apa-apa (mas}lahah) yang 
tidak ada petunjuk syarah tidak untuk membatalkannya dan tidak juga 
untuk memperhatikannya. 
5. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi: mas}lahah  yang selaras dengan 
tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan 
tentang pengakuannya atau penolakannya. 

































Selain dari definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang 
mas}lahah  mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, maka 
tidak perlu dikemukakan semuanya meskipun terdapat rumusan yang berbeda, 
namun perbedaannya tidak sampai pada hakikatnya. 
Dari beberapa rumusan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 
tentang hakikat dari mas}lahah mursalah tersebut sebagai berikut: 
1. Mas}lahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan 
pertimbangan dan mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan 
bagi manusia. 
2. Apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syarah dalam 
menetapkan hukum. 
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarah tersebut 
tidak ada petunjuk syarah secara khusus yang menolaknya juga tidak ada 
petunjuk syarah yang mengakuinya. 
Mas}lahah al-Mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut 
dengan mas}lahah muthlaqah, ada pula yang menyebutnya dengan manasib 
mursal, ada juga yang menamainya dengan al-Istishlah. Perbedaan penamaan 
ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.25 
Adapun yang menjadi objek mas}lahah al-mursalah adalah kejadian 
atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas 
Alquran dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh 
 
25 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 154. 

































kebanyakan pengikut madzhab dalam fiqh, sebagaimana menurut imam Al-
Qarafi Ath Thusi dalam kitabnya mas}lahah al-mursalah menjelaskan bahwa 
mas}lahah al-mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam 
bidang muammalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah 
Allah Swt yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup 
mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.26 
 
B. Landasan Hukum Mas{lahah Mursalah 
Ada beberapa hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori 
mas}lahah  mursalah diantaranya yaitu: 
1. Alquran 
 Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya mas}lahah al-
mursalah adalah firman Allah Swt, yaitu: 
  َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌِْﻠﻟ َﺔَْﲪَرﱠﻻِا َكﺎَﻨْﻠَﺳَْرأ ﺎَﻣَو 
“Dan tiadalah kami mengutus engkau (Nabi Muhammad saw), 
melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-
Anbiya: 107)27 
 
 َو  ْﻢُﻜِّﺑَر ْﻦِﻣ  ٌَﺔﻈِﻋْﻮﱠﻣ  ْﻢﺜﻜْﺗَءﺎَﺟ ْﺪَﻗ  ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡﻳ َQَ ٌﺔَْﲪَرَو  ىًﺪُﻫَو ِرْوُﺪﱡﺼﻟا ِﰱ ﺎَﻤِّﻟ ٌءﺎًﻔَﺷ
  ْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ  
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada 
 
26 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Amzah: Jakarta), 205. 
27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984),  

































dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman.” (Q.S. Yunus: 57)28 
 
 َنْﻮُﻌَﻤَْﳚ ﺎﱠِّﳑ ٌْﲑَﺧ َﻮُﻫ اْﻮُﺣ َﺮْﻔَـﻴْﻠَـﻓ َﻚِﻟ اَﺬَِﺒﻓ ِﻪَِﻨْﲪْﺮِﺑَو ِ`ﱠ ا ِﻞْﻀَِﻔﺑ ْﻞُﻗ 
“Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Yunus: 
58)29 
 
 ُْﻢّﳍ ٌحَﻼْﺻِا ْﻞُﻗ ﻰَﻤَﺘَـﻴْﻟا ِﻦَﻋ َﻚَﻧ ْﻮُﻠَـﺌْﺴَﻳَو َِةﺮِﺧاَءْلاَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِﰱ ْﻢُﻫ ُْﻮِﻄﻟ َﺎُﳔ ْنِاَو ٌْﲑَﺧ 
 ْﻢُﻜَﺘَـﻨْﻋََﻻ ُ `ﱠ ا َءﺎَﺷ ْﻮَﻟَو ِﺢِﻠْﺼُﻤْﻟا َﻦَﻣ َﺪِﺴْﻔُﻤْﻟا ُﻢَﻠْﻌَـﻳ ُ ّ` اَو ْﻢُُﻜﻧاَﻮْﺧَِﺎﻓ َ`ﱠ ا ﱠنِا  ٌﺰْـِﻳﺰَﻋ  ٌﻢْﻴِﻜَﺣ   
“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: 
Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu 
bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah 
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 
perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 220)30 
2. Hadis 
Sedangkan nas dari hadis yang dipakai dalam menisbatkan hukum 
dengan metode mas}lahah al-mursalah adalah sabda Nabi Muhammad saw, 
yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:  
 َﺣ , َﻲَْﳛ ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣا . قَازﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪﻦﺑ ﻰﻔﻌﳉا r ﺮﻤﻌﻣ  ْﻦَﻋ ﺮِﺑﺎَﺟ  ْﻦَﻋ 
 َرَاﺮِﺿ َﻻَو َرَﺮَﺿ َﻻ : َﻢﱠﻠَﺳ َو ﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲ لْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : لﺎﻗ سﺎﱠﺒَﻋ ُﻦِْﺑا ﻦﻋ ﺔﻣﺮﻜﻋ  
“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 
Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, 
dari Ibn Abbas: Rasulullah saw bersabda, “tidak boleh membuat 
 
28 Ibid., 59. 
29 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), 
30 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), 59. 

































mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 
mudarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)31 
 Atas dasar Alquran dan hadis di atas, maka menurut Syaih Izzuddin 
bin Abdul Salam, bahwa mas}lahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada 
dua kaidah induk, yaitu: 
1.  ٌﺪِﺳ ﺎَﻔُﻤْﻟا َء َر َد 
Artinya: “Menolak segala yang rusak”. 
2.  ْﺢِﻟ ﺎَﺼَﻤْﻟا ِﺐْﻠَﺟ 
Artinya: “Menarik segala yang bermasalah”.32  
Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa 
kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan 
menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah: 
1.   ِا ﱠن  ﱠﻀﻟا َﺮ َر  ـُﻳ َﺰ ُلا  
2.  ِا ﱠن  ﱠﻀﻟا َﺮ َر  َﻻ ـُﻳ  َﺰ ُلا  ِv ﱠﻀﻟ َﺮ ِر  
3.  َو ِا ﱠن  َد  ْر  َء  ْﻟا َﻤ ْﻔ َﺴ َﺪ ِة  ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم  َﻋ َﻠ َﺟ ﻰ ْﻠ ِﺐ  ْﻟا َﻤ ْﺼ َﻠ َﺤ ِﺔ   
4.  ِا ﱠن  ﱠﻀﻟا َﺮ َر  َﳋا ﱡصﺎ  َﳛ َﺘ ِﻤ ُﻞ  ِﻟ َﺪ ْﻓ ِﻊ  ﱠﻀﻟا َﺮ ِر  ْﻟا َﻌ ِّمﺎ  
5.  ِا ﱠﻧ ُﻪ  ـَﻳ ْﺮ َﺗ ِﻜ ُﺐ  َا َﺧ ﱠﻒ  ﱠﻀﻟا ُﺮ َر ْﻳ ِﻦ  
6.  ِا ﱠن  ﱠﻀﻟا ُﺮ ْو َر ِتا  ـُﺒﺗ ْﻴ ُﺢ  ْا 
َ
ﳌ ْﺤ ٌﻈ ْﻮ َر ِتا  
7.    ِا ﱠن  ْا َﳊ َﺟﺎ َﺔ  ـَﺗ ْﻨ ِﺰ ُل  َﻣ ْﻨ ِﺰ َﻟ َﺔ  ﱠﻀﻟا ُﺮ ْو َر ِة  
8.  ِا ﱠن  َﳊا َﺮ َج  َﻣ ْﺮ ـُﻓ ْﻮ ٌع  
 
31 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Mjjah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 
tt.), 784 
32 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazado’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 
31. 

































9.  ِا ﱠن  ْﻟا ُﻤ َﺸ ﱠﻘ َﺔ  ْﲡ ِﻠ ُﺐ  ﱠـﺘﻟا ْﻴ ِﺴ ْﲑ  
Artinya: 
1. Sesungguhnya kemudaratan itu harus dihilangkan 
2. Sesungguhnya kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan 
membuat kemudaratan pula 
3. Sesungguhnya menolak kemudaratan harus didahulukan atas menarik 
kemaslahatan 
4. Sesungguhnya kemudaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak 
kemudaratan umum 
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudaratan yang lebih 
ringan dari kedua kemudaratan 
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) 
membolehkan yang terlarang 
7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat 
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan 
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan33  
3. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf 
Contoh mas}lahah  mursalah salah satunya yaitu bahwa para 
sahabat seperti Abu Bakar As-Shidik, Umar bin Khattab dan para Imam 
Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip 
mas}lahah . Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan mas}lahah  
mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana 
 
33 Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373. 

































dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil 
Fikih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada 
syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan 
mas}lahah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya 
berdasarkan prinsip mas}lahah  yang mendapat pengakuan syariat saja, 
maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang 
dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan. 
Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil 
syarah, menyatakan bahwa dalil hukum. Mas}lahah mursalah ialah: 
a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang 
demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. 
b. Sebenarnya para sahabat, para tabi’in dan para ulama yang datang 
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera 
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada 
masa itu. 
Seperti telah dibahas sebelumnya, adapun dasarnya menjadikan 
mas}lahah mursalah sebagai hukum Islam adalah penelitian terhadap nas-
nas baik dari Alquran maupun hadits telah membuktikan bahwa semua 
hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas hambanya, 
baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung 
kebaikan, manfaat, serta faidah yang nyata bagi kehidupan manusia dan 
tidak ada satu pun hukum syarah yang sepi dari kemaslahatan, manfaat 
atau faidah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap 

































dalam menggunakan akal fikirannya, hukum syarah tersebut dirasakan 
tidak membuahkan kemaslahatan. Akan tetapi bagi orang cerdas dalam 
menggunakan akal fikirannya yang sehat tentunya dapat menemukan dan 
merasakan kemaslahatan dan manfaat serta faidah yang nyata dari hukum 
syarah tersebut dalam kehidupannya.34 
Seperti adanya penetapan hukum kisas atas pelaku tindak pidana 
pembunuhan maupun penganiayaan berat yang ditetapkan oleh Allah 
melalui firman-Nya (antara lain firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 
ayat 178, 179, Q.S. Al-Maidah (5) ayat 45), bagi orang yang tidak cakap 
dalam menggunakan akal fikirannya yang sehat dan hanya menurut 
kemauan hawa nafsunya, akan difahami telah bertentangan dengan HAM 
dan oleh karenya mereka keberatan diterapkannya hukum tersebut. Akan 
tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah maka 
dia akan menggunakan fikiran sehatnya, serta membuang kemauan hawa 
nafsunya, tentu mereka akan menemukan kebaikan dan manfaat bila 
hukum tersebut diterapkan secara benar dan adil. 
Begitu pula perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, 
jika hal-hal yang dilarang tersebut benar-benar dihindari dan dijauhi, 
maka sudah pasti akan menjauhkan seseorang dari segala bentuk 
kemudaratan dan kehancuran dalam kehidupannya. Adapun dasar 
pemikiran yang demikian itu kiranya telah merupakan petunjuk yang 
dapat disimpulkan dari nas Alquran antar lain firman Allah: “Dan 
 
34Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby), 277 

































sesungguhnya saya tidak mengutus engkau (untuk menyampaikan segala 
perintah dan larangan) melainkan hanya dengan maksud untuk memberi 
rahmat (kebaikan, manfaat serta faidah yang nyata) bagi alam semesta”. 
(Q.S. Al-Anbiya 21:107). 
Imam Malik dalam menetapkan hukum bagi suatu persoalan 
yang tidak terdapat dalam nas (Alquran maupun hadis) mengenai 
persoalan itu berdasarkan “Mas}lahah al-Mursalah”, karena setiap hukum 
Islam yang ditetapkan oleh syarah berdasarkan nas, pasti untuk 
mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi manusia, maka tidak 
diragukan jika mengenai suatu persoalan yang tidak terdapat nas 
mengenai hal itu, maka mas}lahah  yang nyata dan selaras dengan tujuan 
hukum syarah adalah merupakan aturan Allah Swt juga.35 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan 
mas}lahah  mursalah sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati 
dalam hal itu, sehingga tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum 
Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu 
menetapkan tiga (3) syarat dalam menggunakan mas}lahah mursalah 
sebagai dasar hukum.36 Tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Mas}lahah  tersebut adalah merupakan mas}lahah  yang nyata (hakiki), 
bukan mas}lahah ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (ẓonny) yaitu 
suatu ketentuan hukum (tidak ada nas-Nya) yang bilamana diterapkan 
 
35 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzhab Al-Fiqhiyah, (Bairut: Daar Al-Fiqr Al-Araby), 
273. 
36 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 126. 

































benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat 
menghilangkan mudarat. Adapaun ketika ketentuan hukum (yang tidak 
ada nas-Nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan 
kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudaratan maka 
ketentuan itu disebut mas}lahah  yang ẓonny. 
2. Mas}lahah  tersebut berlaku secara umum, bukan mas}lahah  yang 
bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan 
mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada 
umumnya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi seorang atau 
beberapa orang saja. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu 
hukum, karena ini akan merealisir kebaikan secara khusus, misalnya 
bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa 
memperhatikan mayoritas umat manusia. 
3. Pembentukan hukum berdasarkan mas}lahah  ini tidak bertentangan 
dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan 
nas atau ijmak. Maka tidak sah mengakui mas}lahah yang menuntut 
adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan 
dalam pembagian harta pustaka, karena itu jelas bertentangan dengan 
ketentuan hukum yang terkandung di dalam firman Allah Swt yang 
artinya “Allah berpesan tentang anak-anakmu, bahwa bagi (anak) laki-
laki adalah dua kali lipat bagian (anak) perempuan.” (Q.S. An-Nisa: 
11). 
 

































Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 
para fukaha berbeda pendapat dalam penggunaan “al-Mas}lahah ” sebagai dalil 
dalam menetapkan hukum bagi suatu mas}lahah  yang tidak ada nas secara 
jelas mengenai hal itu dan sebagian adapula yang tidak menggunakannya. 
Al-Mas}lahah ditetapkan sebagai dalil karena bertolak pada suatu 
pemikiran yang ditetapkan oleh syarah yang membuahkan kebaikan dan 
manfaat bagi ummat manusia. 
Dalam para fukaha berbeda-beda dalam penyebutan istilah 
“mas}lahah ” bahwa dalam mas}lahah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu al-
Mas}lahah  al-Mu’tabaroh, Mas}lahah  yang Mulgoh dan Mas}lahah al-Mursalah. 
Mas}lahah yang bertentangan dengan nas baik Alquran maupun 
hadis yang “dalalah” dan “wurud” nya bersifat “qoṭ’i” tidak dapat digunakan 
sebagai dasar dalam penetapan hukum, tetapi jika bertentangan dengan nas 
yang bersifat “ẓonny”, maka mas}lahah  lebih diutamakan. 
 
C. Pembagian Mas{lahah Mursalah 
1. Dari segi tingkatannya yakni kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) 
dalam menetapkan hukum, al-Mas}lahah  dikategorikan menjadi tiga 37 
yaitu: 
a. Al-Daruriyat, adalah al-Mas}lahah yang dikandung oleh segala 
perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya 
kehidupan manusia di dunia, sekiranya tidak akan rusak dan hancurlah 
 
37 Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu’alim Usul Al-Fiqh (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 
2008), 237. 

































kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis al-
Mas}lahah di atas (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan 
diri/keturunan, dan harta kekayaan). 
b. Al-Hajiyyat, adalah Mas}lahah  yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan 
kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh. 
c. At-Tahsiniyyat, adalah al-Mas}lahah  yang dikandung oleh segala 
perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, 
dan kemulyaan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.38 
Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang 
muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu 
kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan dari 
pada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih 
didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah. 
2. Dilihat dari segi kandungan mas}lahah , para ulama uṣul fikih membagi 
ada dua macam yaitu: 
a. Mas}lahah al-‘Ammah yaitu kemsalahatan umum yang menyangkut 
kpentingan orang banyak. Kemaslahtan umum tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas 
umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan 
 
38 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Amzah, Jakarta: 2011), 129. 

































membunuh penyebar bid’ah yang merusak ‘aqidah umat, karena 
menyangkut kepentingan orang banyak. 
b. Mas}lahah  al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dimana sangat 
jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). 
Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan 
prioritas mana ynag harus didahulukan apabila antara kemaslahatan 
umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan 
kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari 
pada kemaslahatan pribadi. 
3. Menurut Muhammad Mushthofa al-Syalabi,39 guru besar ushul fikih di 
universitas al-Azhar Mesir, dari segi berubah atau tidaknya mas}lahah  
terdapat dua bentuk yaitu: 
a. Mas}lahah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 
berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, 
seperti shalat, puasa, zakat dan haji. 
b. Mas}lahah  al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah 
sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 
Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permaslahan mu’ammalah 
dan adat kebiasaan, seperi dalam masalah makanan yang berbeda-beda 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, 
 
39 Muhammad Mushthafa al-Syalabi dalam bukunya Haroen Nasrun, Usul Fikih I (Jakarta: Logos, 
1996), 117. 

































menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan 
batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. 
4. Abdul Karim Zaidan menjelaskan jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya 
dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, mas}lahah  terbagi 
menjadi tiga (3) macam, yaitu: 
a. Al-Mas}lahah al-Mu’tabarah, yaitu mas}lahah  yang secara tegas diakui 
syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 
merealisasikannya. Disepakati oleh ulama, bahwa mas}lahah jenis ini 
merupakan hujjah shariyyah yang valid dan otentik. Manifestasi 
organik dari jenis al-Mas}lahah  ini ialah aplikasi kias misalnya, 
diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan 
musuhnya, diwajibkan hukuman kisas untuk menjaga kelestarian jiwa, 
ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, 
ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, 
serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta. Dan contohnya 
lagi terdapat didalam Q.S. Al-Baqarah (2): 222 Allah Swt berfirman:40 
 ِﺾﻴِﺤَﻤْﻟا ِﻦَﻋ َﻚَﻧﻮَُﻟﺄْﺴَﻳَو ◌ۖ  ْﻞُﻗ  َﻮُﻫ ىًَذأ اﻮُِﻟﺰَﺘْﻋَﺎﻓ  َءﺎَﺴِّﻨﻟا  ِﰲ  ِﺾﻴِﺤَﻤْﻟا  ◌ۖ  َﻻَو  ﱠﻦُﻫُﻮﺑَﺮْﻘَـﺗ  ٰﱠﱴَﺣ 
 َنْﺮُﻬَْﻄﻳ  ◌ۖ اَذَِﺈﻓ  َنْﺮﱠﻬََﻄﺗ  ﱠﻦُﻫُﻮﺗَْﺄﻓ  ْﻦِﻣ  ُﺚْﻴَﺣ  ُﻢَُﻛﺮََﻣأ  ُ`ﱠ ا  ◌ۚ  ﱠنِإ  َ`ﱠ ا  ﱡﺐُِﳛ  َﲔِﺑاﱠﻮﱠـﺘﻟا  ﱡﺐُِﳛَو  ََﻄﺘُﻤْﻟا َﻦِﻳﺮ ِّﻬ  
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh 
itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu 
menjauhkan diri (137) dari wanita di waktu haidh; dan janganlah 
kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci (138). Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 
diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT 
menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang 
yang mensucikan diri.” 
 
40 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), 34. 

































Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang 
menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena 
faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 
b. Al-Mas}lahah al-Mulgah, yaitu sesuatu yang dianggap mas}lahah  
oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu bahkan ditolak karena 
kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat yakni 
dianggap batil oleh syarah. Sebagaimana ilustrasi yang 
menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan 
laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan 
perempuan, dengan dasar pikiran semangat kesetaraan gender. 
Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-
Mas}lahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 
digariskan oleh Allah Swt yakni bertentangan dengan ketentuan 
syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa’ yang menegaskan bahwa 
pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. 
Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa itu bukan maslahat 
di sisi Allah Swt. sehingga al-Mas}lahah  yang seperti inilah yang 
disebut dengan al-Mas}lahah  al-Mulghah. 
c. Al-Mas}lahah al-Mursalah, mas}lahah semacam ini terdapat dalam 
masalah-masalah muammalah yang tidak ada ketegasan hukumnya 
dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan hadis untuk 
dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan 
segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil 

































khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun hadis 
Rasulullah saw. Namun, peraturan seperti ini sejalan dengan 
tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa 
dan harta.41 Contohnya lagi yaitu kebijakan hukum perpajakan 
yang ditetapkan oleh pemerintah.42 Kebijakan pemerintah tersebut 
mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syarah dan 
tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syarah. Akan tetapi 
kebijakan yang demikian justru sejalan secara substansif dengan 
kaidah hukum yang universal. Dengan demikian, kebijakan 
tersebut mempunyai landasan shar’iyyah, yakni maslahah al-
mursalah.43 
 
D. Syarat-Syarat Mas{lahah Mursalah 
Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan persyaratan dalam 
memfungsikan    mas}lahah mursalah: 
1. Sesuatu yang dianggap mas}lahah itulah haruslah berupa mas}lahah hakiki, 
yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak 
kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 
negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah 
anggapan bahwa untuk menjatuhkan talak berada di tangan wanita bukan 
 
41 Satria Effendi, M. Zein. Ushul Fiqh, (Prenada Media, Jakarta: 2005), 149-150. 
42 Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu’alim Usul Al-Fiqh (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 
2008), 235. 
43 Asmawi, Perbandingan Ushu Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2001), 129. 

































lagi di tanagn pria adalah maslahat palsu, karena bertentanagn dengan 
ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak 
berada di tangan suami sebagaiman disebut dalam hadis: 
“Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya ia pernah menalak istrinya, padahal 
istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Umar 
bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu. Maka beliau 
bersabda, “Suruhlah ia merujukinya, lalu ia menahannya sehingga 
suci, kemudian ia haid lagi, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika ia 
masih menginginkan, boleh tidak menalaknya. Dan jika ia mau, ia 
boleh menalaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang 
Allah perintahkan supaya wanita ditalak padanya”. [H.R. Bukhari 
dan Muslim]. 
Secara tidak langsung hadits tersebut memberikan informasi 
bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang 
dalam kasus ini adalah Ibnu Umar. 
2. Sesuatu yang dianggap mas}lahah itu hendaklah berupa kepentingan 
umum, bukan unuk kepentingan pribadi. 
3. Sesuatu yang dianggap mas}lahah  itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau hadis Rasulullah saw 
atau bertentangan dengan ijmak.44 
 
E. Pendapat Ulama Mengenai Urgensi Mas{lahah Mursalah 
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa mas}lahah mursalah tidak sah 
menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus 
diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah saw. Oleh karena 
itu bidang ibadah tidak berkembang. 
 
44 Effendi Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153. 

































Mereka berbeda pendapat dalam bidang muammalat. Kalangan 
Zahiriyah, sebagian kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak mengakui 
mas}lahah  mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan 
seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan: 
1. Allah Swt dan Rasulullah saw telah menentukan ketentuan-ketentuan 
hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. 
Menetapkan hukum berdasarkan mas}lahah mursalah, berarti menganggap 
syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada mas}lahah  yang 
belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti ini bertentangan 
dengan Q.S. Al-Qiyamah: 36 
ىًﺪ ُﺳ َكَْﱰُﻳ ْن َأ ُنﺎ َﺴ ْﻧ ِْﻹا ُﺐ َﺴ َْﳛ َأ 
“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 
(tanpa pertanggung jawaban)?” 
2. Membenarkan mas}lahah mursalah sebagai landasan hukum berarti 
membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau 
pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan 
alasan untuk meraih kemaslahatan, praktik seperti ini akan merusak citra 
agama. 
Kalangan Malikiyyah, Hanabilah, serta sebagian dari kalangan 
Syafi’iyyah berpendapat bahwa mas}lahah mursalah secara sah dapat dijadikan 
landasan penetapan hukum. Diantara alasan mereka adalah: 
1. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan 
dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang 

































yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan hadis. Namun 
secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa 
yang dianggap mas}lahah , tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis, 
sah dijadilkan landasan hukum. 
2. Para sahabat berijtihad menganggap sah mas}lahah  mursalah sebagai 
landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, 
Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya 
yang diperoleh dengan cara menyalagunakan jabatannya. Praktik seperti 
ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, akan tetapi hal itu 
perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para 
pejabatnya. 
Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mas}lahah  
mursalah sebagai dalil disyaratkan mas}lahah  tersebut berpengaruh pada 
hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat 
yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat (motivasi hukum) 
dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sufat yang menjadi motivasi hukum 
tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Misalnya sifat 
yang berpengaruh pada hukum tersebut adalah, Rasulullah saw pernah ditanya 
orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qatadah 
dinyatakan: 

































 َﱠِإ ِتَﺎﻓاﱠﻮﱠﻄﻟاَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﲔِﻓاﱠﻮﱠﻄﻟا َﻦِﻣ َﺎ ﱠِإ ٍﺲَﺠَِﻨﺑ ْﺖَﺴَْﻴﻟ ﺎ  
“Bahwa Rasulullah SAW, bersabda tentang kucing; bahwa kucing 
itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang 
ramah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) 
bagi kamu.” 
 
Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan 
sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi 
hukum dalam hadits ini jelas, yaitu Thawwaf (hewan ynag senantiasa berada 
di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini 
maka hukum sisa makanan kucing tidak najis (suci). Oleh sebab itu, thawwaf 
merupakan motivasi dari hukum thaharah (suci) untuk menghindari kesulitan 
dari orang-oarang yang memelihara kucing di rumahnya. 
Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan 
tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk dalam 
konsep mas}lahah mursalah. Dengan demikian, ulama Hanafiyyah menerima 
mas}lahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat 
sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam nas atau ijmak dan jenis sifat 
kemaslahatan yang sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau 
ijmak. 
Penerapan konsep mas}lahah mursalah dikalangan imam Hanafiyyah 
terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak 
kias atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). 

































Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya 
adalah mas}lahah mursalah. 
Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mas}lahah mursalah 
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai 
ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya. Menurut mereka 
mas}lahah  mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan 
dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam kias. Bahkan imam Syathibi 
mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas mas}lahah mursalah itu bersifat 
pasti (qath’i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat ẓanny  (relatif). 
Misalnya, Rasullah saw bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang 
di pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur 
dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) 
adalah zalim (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Selengkapnya hadis itu berbunyi 
sebagai berikut: 
“Dari Anas ibn Malik ra. Dia berkata bahwa telah melonjak harga di 
(pasar) Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat ketika itu 
berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, harga telah naik, 
maka tentukanlah harga itu bagi kami.” Rasulullah SAW menjawab, 
“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, Ia yang 
menguasai, melapangkan dan memberi rezeki, saya tidak berharap 
ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorangpun 
diantara kalian yang bisa menuntut saya membuat kezaliman dalam 
masalah jiwa dan harta.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-
Tirmidzi, Ibn Majah dan Ibn Hibban). 
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah megatakan 
bahwa hadits Rasulullah saw tersebut berlaku apabila komoditi sedikit 
sedangkan permintaan meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. 

































Akan tetapi oleh para pedagang sendiri, maka ulama Malikiyyah dan 
Hanabillah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan 
harga, dengan pertimbangan “untuk kemaslahatan” para konsumen. 
Jadi untuk bisa menjadikan mas}lahah mursalah sebagai dalil dalam 
menerapkan hukum, disini ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan 
tiga syarat, yaitu: 
1. Kemaslahatan sejalan dengan kehendak sayarah dan termasuk dalam 
jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. 
2. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lahah mursalah itu benar-
benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak 
kemudaratan. 
3. kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan 
kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
Sedang menurut ulama Syafi’iyyah, pada dasarnya, juga menjadikan 
mas}lahah mursalah sebagai salah satu dalil syarah. Akan tetapi, imam al-
Syafi’i memasukannya kedalam kias. Misalnya, ia mengkiaskan hukuman bagi 
peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu 
dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam 
pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-
Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikihnya membahas 
permasalahan mas}lahah mursalah. Ada beberapa syarat yang dikemukakan 

































imam al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan urgensi dalam 
mengistibatkan hukum, yaitu: 
1. Mas}lahah  sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarah 
2. Mas}lahah  tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas sayarah 
3. Mas}lahah itu termasuk kedalam kategori mas}lahah yang dharuri, baik 
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak 
dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. 
Untuk yang terakhir ini imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa 
yang hajjiyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi 
dharuriyyah. Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima mas}lahah 
mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistibatkan hukum Islam. 
Adapun alasan jumhur ulama dalam menetapkan mas}lahah dapat 
dijadikan urgensi dalam menetapkan hukum, antara lain adalah: 
1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum 
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah 
Swt berfirman: 
 َﲔ ِﻤ َﻟﺎ َﻌ ْﻠ ِﻟ ًﺔَْﲪَر ﱠﻻ ِإ َكﺎ َﻨ ْﻠ َﺳْر َأ ﺎ َﻣ َو 
“Kami tidak mengutuskan engkau (Nabi Muhammad SAW), 
kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.” (Q.S. al-
Anbiya’, 21:107).  
Menurut jumhur ulama, Rasulullah saw itu tidak akan menjadi rahmat 
apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. 
Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah saw, 

































seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatn umat manusia, di 
dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan mas}lahah terhadap 
hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal. 
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi berbagai 
perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila 
syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa 
kesulitan. 
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 
sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat 
kepada para mua’llaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 
Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar 
mengumpulkan al-Quran atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu 
kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskan Alquran pada 
satu logat bahasa di zaman Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak 







































PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN 
 
A. Pengertian E-Litigasi 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan 
dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal 
tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan 
dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya trobosan 
baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. 
Sistem online inilah menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan 
peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan 
internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut 
e-Court. Dengan system pengoprasian online maka orang yang mencari 
keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke pengadilan agama. 
E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, 
taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, 
pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen 
persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)45. Aplikasi e-Court 
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima 
 
45 https://e-court.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 

































pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu 
dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. 
Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang 
administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 
teantang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Maksud 
adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk 
mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, 
transparan, akuntanbel, efektif, efisien, dan modern.46 
Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi 
perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut 
yaitu ruang lingkup aplikasi e-Court secara garis besar meliputi: (1) 
Pendaftaran Perkara secara Online (e-Filing), (2) Pembayaran Panjar Biaya 
secara Online (e-Payment), (3) Pemanggilan Elektronik (e-Summons), dan (4) 
Persidangan Elektronik (e-Litigasi)47. Perlu diketahui menu aplikasi e-Litigasi 
muncul di PERMA yang terbaru ini sedang sebelumnya PERMA yang tahun 
2018 hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini 
tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 
Adapun pengertian dari e-Litigasi sendiri sudah tertera di PERMA 
Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: 
persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan 
 
46 PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, 
pasal 2. 
47 Ibid. 

































mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan 
teknologi informasi dan komunikasi.48 
Dan dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasannya persidangan 
secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara 
penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau 
intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, 
kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.49   
Persidangan elektronik (e-Litigasi) dapat dilakukan setelah 
pengguna mendapatkan panggilan elektronik (e-Summons). Dalam 
persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju 
melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka 
para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah 
dikirimkan. 
Acara persidangan secara e-Litigasi oleh para pihak dimulai dari 
acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan 
sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran 
perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup 
sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, 
memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak 
dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak 
mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim 
 
48 PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7, hal.5 
49 PERMA No. 1 Tahun 2019, pasal 4 

































kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang 
dikirim oleh pihak lawan. 
 
B. Landasan Yuridis E-Litigasi 
Adapun dasar hukum dan pertimbangan administrasi perkara & 
persidangan secara elektronik yaitu sebagai berikut: 
1. Dasar Hukum E-Court & E-Litigasi50 
a. Reglement op de Burgerjlik Rechsyordering (RV) 
b. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 
c. Rechlsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
dan Perubahannya 
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan 
Perubahannya 
f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan 
Perubahannya 
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 
Perubahannya 
i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan Perubahannya 
 
50 Syamsul Ma’arif, Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019-Microsoft Power Point, (Hakim 
Agung dan Wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019) 

































j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim 
l. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah 
m. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 
2016 
n. Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
pengenaan tariff penerimaan Negara bukan pajak terhadap surat 
keterangan diluar perkara 
o. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang 
pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) 
dan surat keterangan elektronik (eraterang) di lingkungan peradilan 
umum 
p. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminiatrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
q. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 
Tentang Tata Kelola Teknoligi Informasi Dan Komunikasi di 
Lingkugan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya. 

































2. Pertimbangan E-Court & E-Litigasi51 
a. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
yang mana terdapat pasal 4 ayat (2) didalam UU 48 Tahun 2009; 
b. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana 
mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis 
teknologi informasi; 
c. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan peradilan; 
d. Tuntutan Survei Kemudahan Berusaha 
 
C. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E- Litigasi. 
Adapun prosedur atau tata cara menggunakan aplikasi e-Litigasi 
yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 
pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 
sampai pada pasal 28.52 
Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan 
dilakukan secara lebih sederhana, cepata dan biaya ringan. Seperti halnya 
transaksi bisnis, yang tidak memrlukan tatap muka dan dipertemukan dalam 
dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang 
 
51 Syamsul Ma’arif, Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019-Microsoft Power Point, (Hakim 
Agung dan Wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019) 
52   PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan 
Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik yang terdapat dalam pasal 
19-28, hal. 11-14. 

































terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturnya 
dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik 
acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak beperkara. 
Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk 
keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan 
dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua 
majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah 
diunggah dari aplikasi e-Court dan asli surat persetujuan prinsipal. 
Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan 
kepada pihak beperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait 
persidangan secara elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Dan kepada 
tergugat ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara 
elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, 
telah disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa hakim/ketua majelis meminta persetujuan 
sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha 
Negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal. 
Dan pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, 
disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan 
penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. 
Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan 
kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat 

































untuk menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
(Pasal 123 HIR). 
Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim 
dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. 
Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada 
persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak 
beperkara agar dapat menyelesaikanperkara secara damai seperti proses 
persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan 
akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 
Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan 
bahwa mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan 
jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak beperkara. Penggugat akan 
dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil 
secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang 
berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak beperkara dapat juga 
dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai 
hari yang telah ditentukan. 
Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah 
mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk 
beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah 
menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna 
lainakan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik 

































dan tergugat akan menandatangani surat persetujuan untuk beperkara secara 
elektronik seperti yang telah dilakukan oleh penggugat. Dengan surat 
persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara 
elektronik. 
Apabila tergugat menyatakan tidak akan melakukan persidangan 
secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilanjutkan 
dan persidangan selanjutnya dilaksanakan secara manual dan untuk hal 
tersebut ketua makelis akan membuat penetapan. Dalam hal perkara-perkara 
yang menempatkan pihak lawan dengan nama “termohon” seperi pada perkara 
permohonan cerai talak atau izin poligami. Termohon akan diminta 
persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilaukan 
oleh pemohon. Jika termohon menyetujuinya, temohon akan menandatangani 
surat persetujuan untuk beperkara secara elektronik. Berikut urutan yang 
dilalui dalam e-Litigasi yaitu: 
1. Court Calender53 
Secara bahasa court calender  adalah kalender peradilan. 
Dalam proses acara manual, court calender sering diposisikan sebagai 
tatan hakim terhadap penerimaan perkara. Court calender ditulis sesuai 
dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam 
segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP 
juga terdapat fitur court calender, fasilitas ini dapat digunakan sebagai 
pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. 
 
53 Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 
Nizamia Learning Center, November 2019), 133-135. 

































Dalam sistem persidangan elektronik, court calender lebih 
dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan 
membuat dan membacakan court calender di hadapan para pihak 
beperkara. Para piha memperhatikan terhadap court calender tersebut 
yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut 
dituangkan dalam bentuk kesepakatan court calender. Memang 
pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun 
kesepakatan court calender yang secara formil telah disetujui pihak-
pihak beperkara, akan membantu kelancaran persidangan. 
Ketua majelis mnegeluarkan penetapan tentang court 
calender dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan persidangan. 
Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas waktu, 
sehingga pihak beperkara tidak membuang waktu untuk menunggu 
jadwal sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh 
karenanya dalam persidangan elektronik, penundaan sidang dapat 
dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja. Jika hari Senin adalah agenda sidang 
pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah dapat dibuka sidang 
kembali dengan agenda jawaban dari piha tergugat. 
2. Jawab-Jinawab dalam Sistem Informasi Pengadilan54 
Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan 
secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak beperkara. 
Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim 
 
54   Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 
Nizamia Learning Center, November 2019), 135-138. 

































tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang 
yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan ketua 
majelis tentang court calender  dibacakan, langkah selanjutnya adalah 
pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda 
persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat 
(kecuali pada saat sidang tersebut tergugat telah siap dengan 
jawabannyamaka sidang berikutnya adalah replik penggugat). 
Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang 
jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan 
menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. 
Ketua majelis kemudian membuka aplikasi e-Court sesuai dengan 
akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur 
persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban 
atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang 
dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan e-court, dapat 
mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja e-
Court. 
Kemudian petugas meja e-Court men-scan dokumen, 
mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua 
majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan 
elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus 
dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada 
sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban 

































diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara 
otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis 
tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses 
pada saat persidangan. 
Ketua majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut 
kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi e-Court. Jika 
pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan 
kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada 
sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan 
agama, jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi 
pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua 
majelis mem-forward jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, 
kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum 
menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah 
ditetapkan dalam court calender  (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). 
Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan 
tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada 
berkas yang sudah disediakan. 
Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka 
persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari 
penggugat pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi e-
Court tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan 
tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa 

































replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh 
majelis hakim. Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis 
kemudian di-forward kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan 
domosili elektronik yang tertera pada aplikasi e-Court. Ketua majelis 
menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang 
berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court 
calender dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti 
mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh 
penggugat/pemohon. 
Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka 
persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari 
tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi e-Court 
tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. 
Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik 
yang diajukan oleh tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis 
hakim. Duplik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di-
forward kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domisili 
elektronik yang tertera pada sistem aplikasi e-Court. Ketua majelis 
menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang 
berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court 
calender dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitera 
pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang 
diajukan oleh tergugat/termohon. 

































Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para 
pihak beperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh 
pihak beperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah 
disediakan oleh aplikasi e-Court. Pengguna lain dapat meminta 
bantuan kepada petugas meja e-Court untuk menscan dan mengunduh 
dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya. 
Pada sidang pembuktian, pihak beperkara diharuskan 
menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jinawab yang telah 
dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda 
sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak beperkara dalam 
sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan 
akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai 
kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga 
berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses 
persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu 
kali, sehingga ketua majelis dalam court calendernya harus dapat 
memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak 
penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam 
membuktikan dalilnya. 
3. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual55 
Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan 
sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para 
 
55
   Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 
Nizamia Learning Center, November 2019), 138-139. 

































pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis. Kesempatan ini 
tidak akan didapatkan jika pihak beperkara tidak hadir. Berkenaan 
dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah 
hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat 
dilakukan melalui teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi 
melalui teleconference, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada 
ketua pengadilan yang mewilayahi tempt tinggal saksi, agar menunjuk 
hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi 
tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat 
sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan 
teleconference. 
Ketentuan teleconference sangat berbeda dengan ketentuan 
hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada 
di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di 
persidangan pengadilan yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan 
sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada pengadilan 
yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan e-Court, 
pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang 
diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, 
kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang 
pemeriksaan tersebut secara fisik. 

































4. Salinan Putusan Elektronik56 
Sistem e-Court tidak mengubah dan tidak bertentangan 
dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam e-Court 
berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses 
musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan 
pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan 
e-Court. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, 
majelis hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. 
Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis 
mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada 
data SIPP, kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak 
salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera, kemudian salinan 
putusan tersebut diupload ke e-Court dan selanjutnya salinan putusan 
dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak beperkara, sesuai alamat 
domisili elektroniknya. 
Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik 
menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para 
pihak. Pra pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum 






   Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 
Nizamia Learning Center, November 2019), 139-140. 

































Bagan Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik 
Jika para pihak yang beperkara setuju menggunakan e-Litigasi, maka ini tata cara 
























tidak berhasil  





























saksi & ahli 
secara 
elektronik 












































Analisis Mas}lahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam 
Perkara Perceraian 
 
A. Analisis Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian 
Penerapan e-Litigasi akan dilakukan secara berkala. Sebagai 
percontohan untuk kali pertama MA telah menunjuk 6 Pengadilan Negeri, 4 
Pengadilan Agama, dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerapan e-
Litigasi ini akan dilakukan secara bertahap dan selanjutnya ditargetkan pada 
semua pengadilan di Indonesia di tahun 2020, e-Litigasi ini dapat diterapkan 
oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia, “ucap Hatta Ali selaku 
ketua MA RI di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (19/8). 
Ketua Mahkamah Agung RI juga menerangkan, perbedaan e-Court 
dengan e-Litigasi terletak pada migrasi dari yang parsial ke menyeluruh. Di 
e-Court migrasi peradilan ke digital hanya dilakukan pada administrasi 
perkara. Sedangkan dalam e-Litigasi ini, digitalisasi tidak hanya dilakukan 
dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan. Akan tetapi 
diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-jinawab, 
pembuktian, bahkan penyampaian putusan. E-Litigasi juga memperluas 
cakupan subjek yang memanfaatkan layanan peradilan ini. Menurutnya, 
semula di e-Court yang bisa memanfaatkan hanyalah para advokat yang 
terdaftar. Namun di e-Litigasi jaksa, biro hukum, in house lawyer bisa turut 
memanfaatkan aplikasi ini. 

































Adapun penerapan penggunaan aplikasi e-Litigasi (sidang online) 
dalam perkara perceraian sudah dijelaskan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 
2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 
19 sampai pada pasal 28. Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Setelah 
pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan 
persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat 
telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan 
prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang 
telah dikirimkan.57  
Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara elektronik oleh para 
pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk 
jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. 
Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal 
sidang. Untuk mekanisme control (menerima, memeriksa, meneruskan) dari 
semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis 
hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen 
dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak 
dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. 
Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan 
adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna terdaftar 
di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkases-nya maka user 
sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. 
 
57 https://e-court.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 
 

































Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan 
pertama kali yaitu membuka website e-Court Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (MA RI) di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan 
tombol login dengan memasukkan username dan password yang telah 
didapat. Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol login 




Gambar: Halaman Utama e-Court  
 
Gambar: Halaman Login  
Setelah Pengguna bisa melakukan login, maka berikutnya adalah 
Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court. 
 
58 https://e-court.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan 
E-Court 2019, 10. 
 
  


































Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna akan 
mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor 
Perkara 
 
Gambar: Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan 
Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam 
  
    
   
  

































pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.59 
Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang 
harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan 
Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.60 
 
Gambar: Halaman Upload Berkas Gugatan 
Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen 
terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form 
template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia 
beracara secara elektronik. Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen 
yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi 
dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti 
dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh 
majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen 
 
59Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan E-Court 20019, https://e-court.mahkamahagung.go.id.14, 
diakses pada 1 September 2019.  
60 Ibid., 16-17 
  

































tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis 
hakim. 
Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, 
jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur. Para 
pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan 
jam sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan, setelah menerima 
dan memaksa dokumen elektronik tersebut, hakim/hakim ketua meneruskan 
dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh 
tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen 
elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada 
persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para 
pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal 
dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim/hakim 
ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. 
Selanjutnya menuju tahapan pembuktian. Dalam hal ini disepakati 
oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan 
keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui 
media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat 
berpartisipasi dalam persidangan yang mana dilkasanakan dengan 
infrastruktur pada pengadilan. Segala biaya yang timbul dari persidangan 
elektronik dibebankan kepada pihak penggugat. 

































Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara 
elektronik yang mana sebelumnya telah dilaksanakan dengan menyampaikan 
salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui system 
informasi pengadilan. Pengucapan putusan/penetapan secara hukum 
dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka 
untuk umum. Yang mana putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam 
bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan 
elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan 
transaksi elektronik. Dan salinan putusan/penetapan elektronik tersebut 
memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selanjutnya pengadilan 
mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada sistem informasi 
pengadilan.61 
B. Analisis Mas}lahah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam 
Perkara Perceraian 
Pasangan suami isteri yang sudah merasa tidak satu visi misi lagi  
sehingga terpaksa harus berpisah, bisa mengajukan gugatan cerai ke 
pengadilan. Seperti layaknya sebuah pernikahan, perceraian pun juga harus 
tercatat secara resmi oleh Negara. Sebelum keputusan berpisah diketok palu, 
ada sejumlah tahapan yang harus dilewati setiap pasangan yang ingin bercerai 
itu. Satu yang paling kursial adalah sidang perceraian. Dalam tahapan itu, 
 
61PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan 
Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik, 14. 

































mereka akan melalui fase mediasi dengan menghadirkan saksi-saksi. Jika 
alasan berpisah diterima, maka gugatan akan dikabulkan. 
Teknologi kini semakin berkembang tak terkecuali urusan 
persidangan. Khusus untuk yang ingin mengurus perceraian kini bisa melalui 
gadget dan tidak perlu bolak-balik menghadiri sidang. Sesuai yang dipaparkan 
oleh pak Agus Suntono selaku Humas Pengadilan Agama Surabaya 
bahwasannya “penggugat cerai sekalipun tidak didampingi pengacara tidak 
perlu sering ke pengadilan cukup datang sekali ke pengadilan untuk membuat 
akun e-Litigasi terdaftar untuk mengajukan gugatan. Dan akun ini terbatas, 
kalau perkara selesai akan langsung terhapus.” 
Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi 
panggilan sidang di pengadilan atau minimal mewakilkan ke kuasa hukumnya, 
kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada di 
rumah sekalipun. Bahkan pasangan suami isteri (orang berperkara) tidak perlu 
repot bolak-balik ke pengadilan karena sidangpun bisa tetap berlangsung 
meski sambil bersantai menonton TV (Televisi). 
Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi e-Litigasi itu lebih 
memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan 
panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan 
atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon 
atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, 
cepat dan biaya ringan. 

































Sesuai apa yang dijelaskan didalam booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, 
yang berjudul “e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, 
Waktu & Energi” yaitu menjelaskan manfaat dari e-Litigasi sendiri itu banyak 
diantaranya ialah:62 
1. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti 
2. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara 
elektronik. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. 
3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda 
tangan digital 
4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference  
5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para 
pihak 
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum 
yang sama dengan salinan fisik. 
Seuai dengan pembagian mas}lahah dari segi tingkatannya maka e-
Litigasi yakni sidang online itu termasuk mas}lahah kategori Al-Hajiyyat 
karena sesuai dengan definisinya yaitu maslahah yang dikandung oleh segala 
perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan 
kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.63 Penerapan aplikasi e-
Litigasi termasuk mas}lahah mursalah Al-Hajiyyat karena termasuk kebutuhan 
sekunder bukan primer, jadi walaupun tidak menggunakan secara elektronik 
 
62 booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, 
Waktu & Energi, 3 
63 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Amzah, Jakarta: 2011), 129. 
 

































persidangan itu juga tidak menimbulkan madarat yang besar yang mana sesuai 
dengan kaidah  ِا ﱠن  َﳊا َﺮ َج  َﻣ ْﺮ ـُﻓ ْﻮ ٌع (sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan) 
dan  ِا ﱠن  ْﻟا ُﻤ َﺸ ﱠﻘ َﺔ  َْﲡ ِﻠ ُﺐ  ﱠـﺘﻟا ْﻴ ِﺴ ْﲑ  (Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap 
kemudahan). Karena penerapan e-Litigasi itu merupakan sesuatu yang 
dianggap mas}lahah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum 
terlebih para pencari keadilan bukan untuk kepentingan perseorangan saja 
demi terwujudnya marwah peradilan yang lebih berkualitas dan berkuantitas, 
maka dari itu lembaga peradilan menerapkan e-Litigasi itu didunia peradilan 
agar bisa menarik segala yang bermasalah dalam dunia peradilan nantinya 
( ْﺢِﻟ ﺎَﺼَﻤْﻟا ِﺐْﻠَﺟ). 
Mengapa demikian, karena dengan adanya aplikasi e-Litigasi para 
pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak 
mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu 
harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu untuk 
digunakan kegiatan yang lainnya. Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 
ayat (4) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan 
sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, 
akuntabel, efektif, efisien, dan modern.64 Dan  dari pandangan yuridisnyapun 
 
64 PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, 
pasal 2. 

































e-Litigasi  itu tidak menyalahi hukum formil yang ada karena secara filosofi 
pelaksanaan e-Litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan 
peradilan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal itu 
dikarenakan e-Litigasi secara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai 
berikut yaitu mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan 
prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat 
parsial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual, 
seperti yang dipaparkan oleh sejumlah profesor hukum dalam mengkritisi 
kebijakan e-Court, yang mana hadir dalam konferensi nasional itu 
mengapresiasi lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengungkapkan 
perlunya pemilihan proses persidangan yang bisa dialihkan menggunakan 
system elektronik. “Harus kita pilah, mana yang memang akan menunjang 
asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan mana yang justru akan membuat 
polemik,” ujar Efa Laela Fakhriah selaku guru besar hukum acara perdata 
universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus ketua umum ADHAPER. 
Pada saat proses pemeriksaan alat bukti surat, saksi dan ahli yang 
juga dilakukan secara e-Litigasi itu juga tidak bertentangan dengan hukum 
formil yang ada. Secara pemeriksaan alat bukti surat dalam e-Litigasi 
dilakukan secara double check system yang artinya pemeriksaan dilakukan 
melalui 2 (dua tahap) yaitu pemeriksaan secara online (softfile) dan 
pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Sedangkan untuk pemeriksaan 
saksi dan ahli dalam e-Litigasi telah dibuka ruang untuk dilakukan secara 
 
 

































teleconference itu artinya para pihak dan saksi wajib terkoneksi dalam waktu 
dan media yang sama yang sudah ditentukan dari pengadilannya (missal 
skype) sehinnga keterangan saksi dan ahli dapat digali secara komprehensif 
serta memperoleh informasi secara jelas, mengingat sangat menentukannya 
alat bukti surat dalam perkara perdata. 
Selain itu sistem e-Litigasi ini, membatasi interaksi langsung antara 
pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan 
mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisasi 
cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik 
maupun pelanggaran hukum.  





































A. Kesimpulan  
1. Penerapan penggunaan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian yaitu 
setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya 
dilakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak 
penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik 
dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya 
sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan. Pada e-Litigasi ini 
acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara 
jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Untuk 
jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. 
Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai 
jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, 
meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan 
oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak 
mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim 
kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang 
dikirim oleh pihak lawan. 
2. Analisis mas}lahah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-Litigasi dalam 
perkara perceraian maka e-Litigasi yakni sidang online itu termasuk 
Kategori mas}lahah al-Hajiyyat karena sesuai dengan definisinya yaitu 

































maslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi 
mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia 
secara utuh menyeluruh. Karena dengan adanya aplikasi e-Litigasi para 
pihak yang beperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak 
mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidang pun tidak 
perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu 
untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya, 
waktu dan energi. Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) 
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 
ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, 
transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Selain itu sistem e-
Litigasi ini, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan 
peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi 
kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisasi cara 
berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik 
maupun pelanggaran hukum.  
 
B. Saran  
Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu 
bagi orang beperkara dalam hal ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum 
(advokat) dan orang itu tidak menguasai teknologi secara baik dapat 
memanfaatkan pelayanan jasa e-pojok dalam proses penguploadan dan 

































pengunduhan file (berkas-berkas perkara) yang telah disediakan oleh 
pengadilan serta melakukan pelatihan tentang tata cara e-Litigasi terlebih 
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